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RINGKASAN

HARTA BERSAMA PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI
LUAR NEGERI DAN DICATATKAN DI INDONESIA

Oleh:
Siti Khadizah®, Rahmida Erliyani?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun pada Undang-Undang
ini tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan isu
hukum yang kompleks di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara plural dengan
beragam agama dan mayoritasnya adalah Islam, selain itu terdapat larangan secara implisit
diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan. Meskipun demikian, terdapat ketentuan dalam Pasal 56 ayat
(2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Kependudukan
yang memberikan ruang untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Oleh
karena itulah banyak pasangan beda agama yang memilih melangsungkan perkawinan di luar
negeri, yang dimana hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut
memperbolehkan perkawinan beda agama. Namun, setelah kembali ke Indonesia, pasangan
tersebut berusaha mencatatkan pernikahan mereka, namun menghadapi berbagai hambatan
karena terdapat ketidak sinkronan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan terlebih lagi setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
2 Tahun 2023 yang mengakibatkan terjadi perubahan kebijakan yang mengarahkan hakim

untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

LI NIM: 2320216320067
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vii



Tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan utama yaitu mengenai bagaimana
kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri serta bagaimana
implikasi yuridisnya terhadap status anak dan harta bersama. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tipe penelitian hukum doktrinal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di
luar negeri dapat dianggap sah secara hukum Indonesia apabila memenuhi syarat sah menurut
hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan, dan dicatatkan di Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Namun demikian, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan
ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang
Administrasi Kependudukan yang masih memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama
melalui putusan pengadilan. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan dampak terhadap
kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta terhadap pengakuan dan pengurusan
harta bersama, terutama dalam praktik kenotariatan. Dalam konteks kenotariatan, status hukum
perkawinan menjadi penting dalam pembuatan akta autentik. Jika perkawinan tidak tercatat
secara resmi, maka notaris dapat menolak pembuatan akta seperti akta hibah, akta waris, dan
perjanjian harta bersama karena tidak terpenuhinya asas legalitas dan kehati-hatian.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masih terjadi disharmonisasi norma hukum terkait
perkawinan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara
Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan
Mahkamah Agung agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.
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Oleh:
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Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK
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Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu hukum yang kompleks di Indonesia
karena dalam Undang-Undang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit
Perkawinan beda agama. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan sahnya
perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,
sehingga secara implisit tidak membuka ruang terhadap perkawinan beda agama. Namun, pada
Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah hukum bagi pasangan
beda agama dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri dan perkawinan itu dicatatkan
di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan beda agama
yang dilangsungkan di luar negeri serta implikasi yuridisnya terhadap kedudukan anak dan
harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tipe penelitian hukum doktrinal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri
dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat hukum di negara tempat pernikahan
dilangsungkan dan dicatatkan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setelah
terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan
ketidakpastian hukum karena menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan
pencatatan perkawinan beda agama. Ketidakpastian ini berdampak terhadap kedudukan anak
serta harta bersama, selain itu juga berkaitan dalam praktik kenotariatan yaitu dalam pembuatan
akta. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan
dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan Mahkamah Agung agar
tidak mengesampingkan ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan multitafsir serta
ketidakpastian hukum.
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MARITAL PROPERTY OF INTERRELIGIOUS MARRIAGE HELD
OVERSEAS AND REGISTERED IN INDONESIA

By:
Siti Khadizah', Rahmida Erliyani’
Master of Notary, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Keywords: Marriage, Interreligious, Property, Children

Inter-religious marriage is one of complex legal issues in Indonesia because in Act
Number 1 of 1974 jo Act Number 16 of 2019 concerning Marriage do not regulated
explicitly on interreligious marriage. Article 2 paragraph (1) of Marriage Act sets
the requirement for the validity of a marriage is that it must be held according to
respective religion and belief of the couple, so it does explicitly open room for
interreligious marriage. However, in Article 56 paragraph (2) of Marriage Act and
Article 37 of Act Number 23 of 2006 concerning Population Administration gives
legal loophole for interreligious couple to get married abroad and the marriage is
registered in Indonesia. This thesis is aimed at studying the legal position of
interreligious marriage held overseas and the juridical implication on the children
and the marital property. The method of this research is normative legal one, using
statute approach, and the legal resources use are primary, secondary, and tertiary
ones. The characteristic of this research is prescriptive and the type of this research
is doctrinal legal one. The results of the research show that interreligious marriage
held abroad can be considered legal if it fulfils the legal requirements of the State
where the marriage is held and it is registered in Indonesia according to the
prevailing law. Nevertheless, afer the issuance of Circular of Supreme Court
(SEMA) Number 2 of 2023, it arises legal uncertainty because it gives instruction
to the judges not to approve request for registration of interreligious marriage. This
uncertainty has impact on the position of children and marital property. Besides, it
is related to notarial practices namely regarding the making of the notarial deeds.
Therefore, harmonization of regulations are needed among Marriage Act and
Population Administration Act, and policy of the Supreme Court so it will not
supersede the provisions of Acts and arise multi-interpretation, and legal
uncertainty.
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